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1 JENIS - JENIS PELAYANAN
1. Jenis Pelayanan lzin

‘Ada beberapa jenis izin yang diselenggaralan oieh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Brebes. Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes
Nomor 003 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wevenang di
Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sejurmiah 43 (empat puluh tigs)
tzin, antara lain:

1. 1zin Prinsip Penanaman Modal.
2. lzin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
Irin_ Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman
Modal
4. lzin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
5. lzin Usaha Penanaman Modal
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal,
7. lain Usaha Penggabungan Penanaman Modal.
8.
o.

Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal,
i Prinsip Pemantaatan Ruang.

10. Izin Lingkungan.

11, Tzin Lokasi

12. Isin Mendirikan Bangunan(IMB).

13. lsin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (U1 dan
),

14, Surat lin Usaha Perdagangan (SIUP).

15. Tanda Daftar Perusahasn (TDP)

16. lzin Tempat Usaha Undang - Undang Gangguan (HO).

17. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR).

18 Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).

19. Izin Trayek Anglcutan.

20. lain Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T),

21. zin Usaha Toko Modern (IUTM).

22. zin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPF),

23, 1zin Mendirikan Klinik Pratama.

24. lin Operasional Kinik Pratama.

25. lain Mendirikan Kinik Utama.

26, zin Operasional Klinik Utama.

7. ain Mendirikan Rumah Sakit.





[image: image2.jpg]28, Izin Operasional Rumah Sakit dan Sertificat Penetapan
Kelas,

29. lin Laboratorium Kesehatan.

30. ain Aporil

31. Izin Optikal.

32. Iin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat,

33. Lin Operasional Puskesmas,

34. ain Unit Transfusi Darah.

35. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

36. zin Pembuangan Limbeh Cair (IPLC),

37. 1zin Penyimpanan Sementara Limbah B3,

38, zin Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten.

39, zin Garasi, Pool dan Agen Penyelenggaraan Otobus (PO)

40, Tanda Daftar Gudang (TDG).

41. zin Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah,

42. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (SPTW)

43. Izin Operasional Menara Telekomunikasi

2. Lokt Pelayanan Perizinan

Salah satu penunjang pelayanan kepada masyarakat
dibidang perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes
adalah loket pelayanan, yang terdir atas

1. Loket Informasi dan Pengambilan Formulir

Petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk
menyediakan dan melayani pemberian formulir permohonan
ijin; memberikan informasi kepada pemohon baik yang datang
langsung maupun melalui telepon terkait pelayanan perijinan
meliputi  persyaratan  administrasi,  mekaniome
pelayanan,waktu penyclesaian dan ketentuan retribusi bagl
pemohon yang akan mengajukan permohonan pemrosesan
jin dan keterangan tentang fjin yang masin dalam proses
maupun yang sudah diterbitkan bagi pemohon yang sudah
‘mengajukan permohonan pemrosesan fin dengan sikap yang
ramah, komunikatif dan bersahabat.
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Petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk
menerima, meneliti dan memeriksa permohonan ijin beserta
kelengkapannya; mengembalikan permohonan fin yang tidak
lengkap kepada pemohon untuk dilengkapi; mencatat dan
memberikan nomor register terhadap permohonan fin yang
dinyatakan lengkap dan memberi tanda terima permohonan
Kepada pemohon; menyerahkan berkas permohonanijin
kepada petugas verifiasi dan pemrosesan untuk diproses
sebagaimana ketentuan peraturan perundang - undangan.

3. Loket Pembayaran Retribusi dan Pengambilan fin

Petugas yang berada di loket inf mempunyai tugas untuk
mencetak SKRD yang telah ditetapkan untuk disempaikan
kepada pemohon sebagai dasarp embayaran retribusi;
menerima_pembayaran retribusidari pemohon yang akan
mengambil in yang tclah diterbitkan; menyerahkan bukti
pembayaran retribusi dan in yang telsh diterbitkan kepada.
‘pemohon.

4. Loket Legalisasi lin dan Arsip

Petugas yang berada di loket ini mempunyal tugas untuk
‘melayani legalisasi fotokop! iin oieh pemohon yang membawa
fin asli; melayani legalisasi ijin oleh pemohon yang tidak
membawa jin asi scpanjang arsip fin dimaksud
terdolcumentasi.

5. Loket Pengaduan

Petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untul
menerima dan  menindak lanjuti pengaduan yang
disampaikan secara langsung oleh pemohon scbagaimana
Ketentuan peraturan perundang -undangan.
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Persyaratan yang telsh ditetapkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Brebes berupa  persyaratan  administrati,
scdangken untuk persyaratan teknis ditclapkan olch SKPD
teknis sesuai dengan peraturan yang berlak.

Untuk menentukan persyaratan edministratf dan
teknis disesuailan dengan jenis pelayanan izin yang
diberlkan. Untuk memberikan kejelasan dan kemudahan
terhadap proses perizinan yang diberlkan, maka Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Brebes tclah menetapkan persyaratan bagi 43
empat pulub iga) jenis izin






[image: image5.jpg]1. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL (IPPM)

A Dasar Hukum

(Perkca BKPM 14 Tahun 2015 'ttg Pedoman dan Tata Cara
Izin Prinsip Penanaman Modal)

B Waktu Peayelesaian

Kepala instansi penyelenggara PSP sesuai dengan
kewenangannya menerbitkan [zin Prinsip Penanaman Modal
dalam walktu peling lam 3 (tiga) hari kerja sejak formul
permohonan serta persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Persyaratan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP} pemohon;

2. Fotokopi pendafiaran bagi yang telah melakukan pendaftaran;

3. Fotokop akte pendirian perusahaan dan perubahannya
beserta pengesahan dari pejabat yang berwenang (untuk

pemohon yang berbadan usaha);

Formuli dari SKPD yang disediakan telah diisi secara lengkap

dan benar;

Rekaman Nomor Pokok Wayib Pajak (NPWF) Perusahaan

Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penangeung

jawab/Direktur, komisaris, komanditer/pemegang saharm;

Uraian proses produksi yang mencantumian jenis bahan

ek dan dilengkapi dengan diagram alir (Fow Char;

Uraian kegiatan usaha sektor jasa;

Rekomendasi dari SKPD Teknis (bila dipersyaratican);

0. Dokumen pendukung permohonan [PPM;

1. Surat kuasa asli bermatersi culup untuk pengurusan

‘pemohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh

‘pemohon ata direksi perusahaan.

1 Perka BKPM 14 Tahun 2015





[image: image6.jpg]2. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

A Dasar Hukum

Perka BKPM 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Taia
‘Cara Lzin Prinsip Penanaman Modal

Waktu Peayelesaian

lsin Prinsip Perluasan diterbitkkan selambat - lambatnya 3
(tiga) hari kerja scjak diterimanya permobonan yang lengkap dan

©.  Persyaratan:

1. Mengisi Formulir Permohonan;

2. Rekaman lzin Prinsip/lzin  Perluasan/lsin  Usaha dan
perubahanya (bila ada);

3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya
dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan,
persctujuan / pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum
dan HAM(bila ada) dan NPWP perusahaan;

4. Keterangan Rencana Kegiatan:

& Untuk industr, berupa diagram alir produksi (flow chart of
production disertai penjelasan dari bahan baku hingga
produk akhir;

b. Sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakcukan,
rincian investasi dan penjelasan ~ produk jasa yang
dihasillan,

5. Jika terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan
‘harus melampirkan:

a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) yang ditandatangan oleh seluruh pemegang saham
serta di waarmerking oleh notaris dan mencantumkan nilal
‘nominal saham;

b. Surat Keterangan Notaris yang menyatakan bahwa aita
RUPS sedang dalam proses pembuatan (ika lebih dari 30
hari sejak tanggal penandatanganan terakhir);

c. Surat Keterangan Notaris yang menyatakan bahwa akta
pemyataan keputusan rapat = sedang dalam proses
pengesahan di Kemenkumha jika lebih dari 30 har sejak
tanggal diaktakan;

d. Bukti diri pemegang saham baru:

1) Perorangan, melampirkan rekaman KTP dan rekaman
NPWP jka WNI yang berdomisili di luar negeri wajib
melampirkan paspor);

 Perka BKPM 14 Tahun 2015





[image: image7.jpg]2) Badan Hukum (Perusahasn), melampirkan rekaman
Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
lengkap dengan pengesahan dan persetujuan dart
Menkurmham dan relaman NPWP Perusahas;
3) Akta_Penyertaan dalam modal perseroan posisi
terakhir yang telah disetujui oleh Menter Hukum dan
HAM,
5. Rekomendasi dari Kementrian / Lembaga Pembina;
6. Rekapitulasi data seluruh proyek / kegiatan perusshaan;
7. Neraca Keuangan bagi perusahaan yang menggunakan
‘sumber pembiayaan darilaba ditanam kembali;
8. Tanda terima penyampaian LKPM;
9. Hasil pemeriksaan lapangan;
10.Surat Kuasa Asl apabila pengurusan permohonan tidak
dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen
penerima kuasa.





[image: image8.jpg]A Dasar Hukum

Perka BKPM 14 Tahun 2015 entang Pedoman dan Tata
‘Cara Lsin Prinsip Penanaman Modal

Walktu Peayelesaian

lzin Prinsip Penggabungan Perusahaan diterbitian
selambat - lambatnya 7 (tujur) hari keria sejak diterimanya.
‘permohonan yang lengkap dan benar.

©.  Persyamtan:

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung:

a Rekaman lsin Prinsip dan lin Usaha dan/atau
perubahannye;

b. Relaman Akta Pendirian perusahsan dan perubshannya
dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan
dan’ persetujuan, perberitahuan perubahan, apabila ada,
dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;

. Kesepakatan penggsbungan perusahaan yang dituangkan
dalam bentuk Circular Resolution of the Shareholders,Rapat
Unum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan
Rapat;

4. Surat keterangan notaris (covemote) yang_menyatakan
bahwa RUPS/ Keputusan Sirkuler sedang dalam proses
pembuatan akta jika Circular Resolution of the
‘Shareholders Rapat Umum Pemegang Saham yang tclah
lebih dari 30 (iga puluh) hari sejak tanggal
‘penandatanganan terakhir;

e. Suratketerangan notaris (covenote] yang_menyatakan
bahwa akia pernyaiean keputusan rapal sedang dalam
proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika
Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga pulub) sejak tanggal
diaktakan;

£, Tanda terima penyampaian LKPM dari PTSP Pusat di BKPM,
BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP
KPBPB, atau PTSP KEK, dan LKPM periode terakhir.

| Perka BKPM 14 Tabun 2015
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Kesepakatan penggabungan perusahaan (merger plar) yang.
disetujui oleh para pihak;

Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan
perusahaan scsuai dengan lampiran formulir permohonan Izin
Prinsip Penggabungan Perusahaan;

. Surat Kuasa asli apebila pengurusan permohonan tidalc

dilakukan secara. langsung oieh pemohon dan dokumen
penerima kuasa.
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A Dasar Hukem

Perka BKPM 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata
Cara Isin Prinsip Penanaman Modal

B.  Waktu Penyelesaisn

lzin prinsip perubahan diterbitian sclambat -
hari kerja sejak diterima permohonan yang lengkap.

iambatnya 5

©.  Persyartam:
A Syarat lzin Prinsip Perubahan PMDN

a. Mengisi Formulir Permohonan;

b, Rekaman lzin Prinsip/lzin Perluasan /lzin Usaha dan
Perubahanya;

¢ Rekaman Akia Pendirian Perusahaan dan perubahannya
dilengkap dengan pengesahan anggaran dasar perusahan,
persetujuan/pemberitahuan _perubahan dari  Menteri
Hulum dan HAM dan NPWP perusahaan;

d. Data pendukung untuk perubahan:

1. Nama Perusahaan, melampirken akia perubahan atau
keputusan RUPS dan bulti pemesanan nama;

2. Alamatperusahaan, melampirkan surat ketcrangan
domisili perusahaan / perjanjian sewa menyewa/ akta
Jual beli / sertificat HGB;

3. NPWP baru;

4. Melampirkan diagram alir produksi /uraian kegiatan
usaha;

5. Penyertaan dalam modal perseroan dan permodalan
‘melampirkan

a Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) yang ditandatangani oleh seluruh
pemegang seham serta di waarmerking oleh notaris
dan mencantumkan nilai nominal saham:

b, Surat Keterangan Notaris yang menyatakan bahwa
akta RUPS sedang dalam proses pembuatan
lebih dari 30 hari sejak tanggal penandatanganan
terakhir);

€. Surat Keterangan Notaris yang menyataken bahwa
akta_pernyataan keputusan rapat sedang dalam
proses pengesahan di Kemenkumhar jka lebih dari
30 hari sejak tanggal diaktakan;

d. Bukti diri pemegang saham baru;

" Perka BKPM 14 Tahun 2015





[image: image11.jpg]6. Rencana investasi, melampirkan alasan perubahan dari
pimpinan perusahaan;

7. Surat Pembiayaan, melampirkan:

. Mengisi alasan perubahan sumber pembiayaan;
b. Neraca keuangan jika sumber pembiayaan berasal
dari laba ditanam kemball;

8 Luas Tanah, melampirkin alasan perubahan serta
rencana rincian penggunaan tansh dari pimpinan
perusehaan;

9. Tenaga Kerja Indonesia, melampirkan alasan perubshan
dari pimpinan perusahaan,

Tanda terima penyampaian LKPM;
Hasil pemeriksaan lapangan;

Surat iuasa asi jika pengurusan permohonan tidak
dilakukan secara langsung oich pemohon dan dokumen
penerima kuasa

B. Syarat Izin Prinsip Perubahan PMA:

5.

Melengkapi dokumen entitas perusahaan di dalam Folder
Perusahaan;

Dalam hal terjadi perubshan penyertaan dalam modal
perseroen harus melampirkan:

1. Rapat Umum Pemegang Saham/Akla Pernyataan
Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh_seluruh
Pemegang Saham serta di-waarmerking oleh notaris dan
tegas mencantumkan nilai nominal saham (bukan
lembar saham)

2. Sumt keterangan nolaris yang menyatakan bahwa
RUPS/ Keputusan Sirkuler sedang. dalam _proses
pembuatan akta Jika Rapat Unum Pecnegang Sahaim
‘yang telah lebih dari 30 (tga pulub) heri sejek tanggal
penandatanganan terakhir;

3. Surat keterangan notaris yang menyatakan bahwa akta
peryataan keputusan rapat sedang dalam proses
pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta
tersebut telah lebih dari 30 (iga pulub) sejai tanggal
diaktakan;

4. Bukt dirl pemegang saham baru.





[image: image12.jpg]Dalam hal terjadi perubahan bidang usahajenis
produksi/jasa, keterangan rencana kegiatan:

1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart
of producton) dilenglapi dengan penjelasan detail uraian
proses produksi dengan_mencantumkan jenis bahan
baku hingga menjadi produk akhir;

2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan
dilakukan, rincian investasi (apabila diperiukan), dan
penjelasan produ jasa yang dihasilkan.

Dalam hal terjadi perubahan rencana jangka waktu
‘penyelesaian proyek, melampirkan:

1. Progress kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan;

2. Alasan detail permohonan jangka waktu penyelesaian
proyek;

3. Time table/Rencana kegiatan yang akan dilakukan olch
perusahaan terkait estimasi jangka waktu yang
dimohonkan;

4. Laporan hasil pemeriksaan lapangan yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan, apabila perusahaan
mengajukan permohonan perpanjangan Jangka Waktu
Penyelesaian Proyek untuk kedua kali

Dalam hal terjadi perubahan lainaya, meliputs

1. Nama perusahaan, melampirkan akta perubahan atau
keputusan RUPS dan bukti pemesanan nama dari
Kementerian Hukum dan HAM;

2. NPWP, melampirkan NPWP baru;

3. Alamat Kantor, melampirican:

a) Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan/atau

b) Surat Perjanjian sewa (yang masih berlaku)
Lokasi proyek:

1. Mengisi alasan perubahan lokasi;

2. Surat Keterangan peruntukan lahan dari instansi terkait

bagi perusshaan sektor industri yang telah berbadan
Hukum Indonesis.





[image: image13.jpg]g Rencana investasi, mengisi alasan perubahan rencana
investas;

h. Nama Pemegang Seham, melampirkan certficate change of
‘name atau sejenisnya atau Akta Perubahan nama dan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan HAM serta dokumen
perubahan nama lainnya dari pemegang saham yang
namanya berubah;

i, Sumber pembiayaan:

1. Mengisi alasan perubahan sumber pembiayaan; dan
2. Neraca keuangan jika sumber pembiayaan berasal dari
laba ditanam kembali;

J. Luas tanah, mengisi alasan perubshan rencana rincian
penggunaan tanah;

K Tenaga kerja Indonesia, mengisi alasan perubshan
penggunaan tenaga kerja indonesia;

L Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak
dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen
penerima kuasa, ketentuan mengenai surat kuasa dan

dokumen penerima kuasa diatur dalam Peraturan Kepala
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A Dasar Hulum
Perka BKPM 15 Tahun 2015,
B.  Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian 6 hari kerja sejak berkas diterima)
atau Penolakan maksimal 5 hari kerja.

C. Persyaratan:

1. Formuli permohionan dari SKPD bermatera cukup yang telah
i dengan benar dan lengkap:

2. Rekaman akte pendirian perusahaan dan perubahannya
beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan’ HAM
Republikindonesia bagi pemohon adalah Badan Usaha
Indonesia;

3. Rekaman Anggaran Dasa Perusahasn dan Pengosahannya
dar MenteriHulcum dan HAM Republk Indonesin;

4. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok
‘Waib Pajakc (NPWP) pemobion;

5. Surat kuasa asi bermaterai cukup, apabila_pengurusan
perisinan ok dilakuken  secara langaung  oleh
pemohon dircks;

6. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHF) untuk permohonan lsin
Usaha yang kegiatan usehanya memerhukan fasiitas bea
masuk atas impor baran dan bahan

7. Rekaman  pendaftaran/lzin  Prinsip/lin __Prinsip
Perluasan/lzin Usaha/ lrin Usaha Perluasan yang dimiliks;

8. Bulti penguasaan; penggunan tanah atas namat
a. Rekaman sertilkat nak atas tanah atau ke jual bli
b, tanah oleh PPAT, atau
. Rekaman perjanjian sewa-menyevwa tanah.

9. Bulkti penguasaan) penggunaan gedung) banguran:

. Rekaman lin Mendirtkan Bangunan (M, ata
b Relaman akte  jual  bel/perjanjian  sewa-menyewa
cdung]bengunan

10. Rekaman lin Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan yang
berlokasi di luar kawasan industri

11. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakbi;

12! Rekaman persetujuan,pengesahan _ Analisis  Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/
pengesahan doicuraen Upaya Pengeloiaan Lingkungan (UKL)
dan Upaya Pemantauan Linglungan (UPL);

13. Surat kussa esli bermaterai cukup untuk_pengurusan
permohonan yang idak dilakukan secara. langsung. oleh
emonon atau dircs perusahasn.





[image: image15.jpg]6. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL

A Dasar Hulum
Perka BKPM 15 Tahun 20151
B.  Waktu Penyelesaian

1U_ Perluasan maksimal 6 hari keria sejak diterima
berkas.Penolakan maksimal 5 hari kerja,

C. Persyaratan:

1. Rekaman perizinan berupa lsin Prinsip/lzin_Investasi/lzin
UsahalzinKementerian/ Lembaga/Dinas terkait yang ielah
dimili;

2. Relaman Akta Pendirian perusahaan dilenglapi dengan
pengesahan  Anggaran  Dasar  Perusshaan  dan

persetujuan/ pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum

dan HAM, dan perubahannya (apabila ada;

NPWP perusahaan;

Rekaman legaltas lokasi proyek dan /atau alamat perusahaan;

Rekaman buki penguasaan tanah dan /atau bangunan unfuk

Kantor dan/atat gudang berupa:

. Perjanjian pengingkatan jual-bel (PPJB) discriai dengan
bukti pelunasan, atau

b, akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau

© sertificat Hak Atas Tanah, dan

d IMB.

6. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau
gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa.
tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan
janga wakctu sewa:

a. minimal 3 (tga) tahun untuk bidang usaha industri;
b minimal 1 (satu) tahun untuk bidang ussha
jasa/perdagangan

7. Terhitung sejak tanggal permohionan diajulkan; Keterangan:
dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan. - bila
kurang dari jangka waktu tersebut, dilempirkan surat
ketcrangan dari dircksi untuk memperpanjang atau pindah ke
Iokasi lain;

Perka BKPA 15 Tahun 2015
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‘But afliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:

a tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada
dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan
beberapa perusahaan lainnya yang memili afliasi; atau

b, tempat kedudukan kantor pusat perusehaan berada di
Iahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain
yang memilil afiinsi;

©. aflisi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (sat)
Erup perusahaan, yang dibukikan dengan kepemilikan
Saham dalam Akta perusahaan

lzin Iokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota
dan peruntukan lokasi industr bila perusahaan berada di luar
Kawasan Indusiri;

Kelenglapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek

a. rekaman zin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi
perusahaan yang berlokasi di luar kewasan industri
sesuai dengan ketentuan Peraturan Dacrah sctempat;

. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri atau
gedungperkantoran, tdak dwajibkan  melampirkan
relaman [zin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU.

Rekeman dokumen iengkap dan _persetujuan/ pengosahan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDALjatau Upaya
Pengelolaan  Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingiungan (UPL) atau Surat Pemyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
Relaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah
‘memilild AMDAL atau UKL-UPL;

LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari
PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila
dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha, misalny:

. Rekomendasi dari Kementerian Perdagangan c..
Direktorat Bina Usaha untuk pengajuan SIUPL;

b. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian: Industri
dengan KBLI 2410 dan 2420/ Industri cakram optic |
Industri minuman beralkohol;

. Rekomendasi teknis Lsin Usaha dari Direktur Jenderal
Perkebunan, Kementerian Pertanian untuk perkebunan
buah kelapa sawit dan industri minyak kelapa savit; -
dan ainnya.






[image: image17.jpg]15. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahan,
bila_pengurusan tidak_dilakuken secara langsung oleh
direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen
penerima kuasa;

16. Formulir permohonan scsusi dengan Lampiran 1l untuk
pengajuan permohonan secara manual;

17. Untuk pengurusan SIUPL Sementara ditambahkan:

a. Rekaman surat izin atau surat pendafiaran lainnya dari
Kementerian/Lembagauntuk jenis produk  yang
diperdagangian sesuai dengan Peraturan Perundang-
‘undangan dengan minimal 2 (dua) enis produk;

b. Rekaman kontrak kerjasama atau surat pemunjukan
(apabila _perusahaan mendapat _barang/jasa  dari
‘perusahaan lain /produsen/ supplier)

©. Rekaman identitas Dircktur Utama atau
penanggungiawab perusahaan dan pasfoto berwarna
ulkuran 4 x 6 sebanyalk 2 (dua) lembar;

. rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik,
dan peraturan perusahaan;

18. Untuk permohonan SIUPL Tetap ditambah persyaratan:

a. melampirken ash dari SIUPL Sementara;

b rekaman neraca perusahaan tahun terakhir;

19. Untuk Permohonan IUJK ditambah persyaratan:

a. Sertificat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku;

b. Rekaman identitas  Dirktur  Utama  atau
penanggungiawab_perusahaan dan Pasfoto berwarna
ukuran 4 x 6 sebanyalk 2 (dua) lembar;

20. Untuk permohonan lsin Ussha Tetap Jasa Penunjang
Pertambangan (Minerba, atau Panas Bumi, atau Migas)
ditambahkan persyaratan:

. lzin Usaha Jasa Penunjang Pertambangan (IUJP) atau;

b, Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

© Khusus untuk bidang usaha perdagangan dan jasa,
dilampirkan dengan:

1) Rincian investasi yang mencantumkan alokasi
investasi terbesar;

2) Bukti setor modal ditempatkan dan disetor atau
neraca keuangan yang mencantumken  equity
perusahaan;

d.Khusus untuk bidang ussha perdagangan besar
(distributor utama) ditarbahkan persyaratan:

1) Surat Penunjukan Distributor dan;

2) Bukti penguasaan gudang;

3) Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan;

%) Presentasi bila diperlukan,






[image: image18.jpg]7. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL

A Dasar Hukum
PERKA BKPM 15 TAHUN 2015,
B.  Waktu Penyelessian

in Usaha Penggabungan maksimal 6 har kerja dan
penolakan maksimal 5 hari kerja.

Persysratan:

1. Rekaman perizinan vang dimiliki berupa Izin Prinsip
Penggabungan Perusahaan;

2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubshannya
(Jika ade) dilenekapi dengan pengesahan Anggaran Dasar
Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan,
dari Menteri Huloum dan HAM serta NPWP perusahaan;

3. Legalitas lokasi proyek:

1) Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan
untuk kantor dan/atau gudang berupa:

a) Perjanjian pengingkatan jual-bel (PPUB) disertai
dengan bukt pelunasan; atau

b) Akta jual bel oleh PPAT atas nama Perusahaan;
atau;

©) Sertifikat Hak Atas Tanah; dan

) 1MB.

2) Bukii perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau
gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-
menyewa tanah dan/atau_bangunan atas nama
perusahaan dengan jengka waktu sewa:

a) Minimal 3 (iga) tahun untuk bidang ussha
industri;

b Minimal 1 fsatu) tahun untuk bidang usaha
Jasaperdagangan, terhitung sejak tanggal
permohonan diajukan; Keterangan:

. Dengan mencantumkan lussan lahan yang
dipergunakan;

b. Bila kurang dari jangka waktu terscbut,
dilampirian surat keterangan dari direksi
untuk memperpanjang atau pindah ke
lokasi lain

PERICA BKPM 15 TAHUN 2015





[image: image19.jpg]©) Perjanjian pinjam pakai

a Tempat kedudukan kantor  pusat
perusahaan berada dalam 1 (satu)
bangunan sccare utuh dan terpadu dengan
beberapa perusahaan lainnya  yang
‘memilki afiiasi atau

b. Tempat kedudukan kantor pusat
perusahaan berada di lahan atau
bangunan yang dikuasai oleh perusahasn
lain yang memilld afifiasi, afliasi
sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1
{satu) grup perusahaan, yang dibuktikan
dengan kepemilikan saham dalam Akta
perusahaan.

4. Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang
Kota_dan_ peruntukan lokasi industri bila perusahaan
berada di luar Kawasan Industri;

5. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek:

& Rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU
bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan
industri sesual dengan ketentuan Peraturan Dacrah
setempat;

b. Bagi perusahaan yang beriokasi di Kawasan Industri
atau  gedung perkantoran, tidak  diwajibkan
melampirkan rekaman Izin Gangguan (UUG/HO)
dan/atau SITU.

6. Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan,/pengesahan
Analisis. Mengenai Dampak Linglungan (AMDAL) atau
Upaya _Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan _Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup (SPPL)

7. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari
PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota;






[image: image20.jpg]8. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila
dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usahs, misalnya :

a Relomendasi dari Kementerian Perdagangan c.q.
Direktorat Bina Usaha untuk pengajuan SIUPL;

b. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian: Industri
dengan KBLI 2410 dan 2420/Industri cakram optic /
Industri minuman beralkohol;

. rekomendasi teknis Tsin Usaha dari Direktur Jenderal
Perkebunan,  Kementerian Pertanian  untuk
perkebunan’ bush kelapa sawit dan industri minyak
kelapa sawit; - dan lainnya

. pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh;

e. direksi/pimpinan _perusahaan dengan  dilengkapi
dokumen penerima kuasa.

9. Mengisi formaulir permohonan.





[image: image21.jpg]8. IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

A Dasar Hukum
PERKA BKPM 15 TAHUN 2015.1

B Waktu Penyelossisn
lzin Usaha Perubahan Penanaman Modal maksimal 5 hari

kerja_scjak diterima berkas lengkap dan benar, Penolakan
maksimal 5 hari kerja.

Persyaratan:
1. lzin Usaha Perubahan (Perubahan Lokasi Proyek):

a Rekaman lin Usaha/lsin Usaha Perluasan yang
mencantumkan lokasi proyek dan/atau  alamat
‘perusahaan yang dimohonkan untuk diubah;

b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubshannya
dilengkapi  dengan _pengesahan _Anggaran Dasar
Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan,
apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP
perusahaan;

c. Untuk perubahan lokasi proyek dan/atau alamat
perusahaan dilengkepi dengan data pendukung berupa
rekaman legalitas lokasi - proyek dan/ateu  alamat
‘perusahaan terdir dari:

) Rekaman bukti penguasaan tanah dan /atau bangunan
‘untuk kantor dan/atan gudang berupa:

1) Perjanjian pengingkatan jual-bel (PPJB) disertai
dengan buki pelunasan; atau

2)akia jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan;
atau

3) sertifkat Hak Atas Tanah; dan

4 MB.

b) Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau
gedung/bangunan, berupa rekaman. perjanjian sewa:
menyewa tanah _dan/atau bangunan  atas nama
perusahaan dengan jangka walu sewa:

LPERKA BKPM 15 TAHUN 2015.





[image: image22.jpg]1) minimal 3 (iga) tahun untuk bidang usaha industri;

2) minimal 1 fsatw) tahun untuk bideng usaha
jasaperdagangan;

3) ieshitung sejak tanggal permohonan disjukan.

Keterangan:

+ Dengan mencantumkan luasan lahan yang
dipergunakan,

+ bl kurang dari jangka waku terscbut,
ilampirian surat keterangan darl direksi untulc

‘memperpanjang atau pindah ke lokasi lain (pilih

salah satu)

©) Bukti aiiasi dan perjanjian pinjam pala, bila

1) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada
dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu
dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki
afiiasi; atau

2) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada
di lshan atau bangunan yang dikuasai oleh
perusahaan lain yang memiliki afliasi;

3) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1
(satu) grup perusahaan, yang  dibukikan
dengankepemilikan saham dalam Akta perusahaan.

d. 1zin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai ata ruang
kota dan peruntukan lokasi industr bila perusahaan berada.
di luar Kawasan Industri,

€. Kelengkapan perizinan daerah sesusi lokasi proyek:

a) rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi
perusabaan yang berlokasi di luar kewasan industri
sesuai dengan ketentuan Peraturan Dacrah setempat;

b) bagi perusahaan yang beriokasi di Kawasan Industri
atau gedung perkantoran, tidak diwaibkan
melampirkan rekaman lzin Gangguan (UUG/HO]
dan/atau SITU.

£ Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan/ pengesahan
Analisis Mengenal Dampak Lingiungan (AMDAL) atau
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL] = dan Upaya.
Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup (SPPL);

& Rekaman lzin Lingkungan untuk perusshaan yang telah
‘memiliki AMDAL atau UKL-UPL;

h. Alta perubahan tempat kedudukan beserta persetujuian
Menteri Hukum dan HAM apabila lokasi kantor pusat





[image: image23.jpg]perusahaan yang baru berbeda Kabupaten/Kola dengan
lokasi lama;

i Rekaman NPWP scsuai lokasi proyek atau alamat
perusahaan yang baru;

J. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari
PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten,Kota:

K Surat iuasa ash bermeteral cukup dan stempel
perusahaan, bila_pengurusan tidak dilakukan secara
langsung oleh _diroksi/pimpinan _perusahaan dengan
dilengiapi dokumen penerima kuasa;

1. Pormulir permohonan

2. Izin Usaha Perubahan (Perubahan Ketentuan Bidang Usaha)

a Rekaman lsin Usaha/lsin Usaha Perlussan yang
‘mencantumkan bidang usaha dan jenis serta kapasitas
produksi yang dimohonkan untuk diubah;

b, RekamanAkia Pendirian perusahaan dan perabahannya
dilengkapi  dengan _pengesahan _Anggaran Dasar
Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahtian perubahan,
apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP
perusahaan;

<. Data pendukung perubahan jenis produksi akibat dari
dilakukannya diversifikasi berupa:

4 diagram alir produksi (low chart of production)
dilengkapi dengan penjelasan detail;

b) penjelasan _perhitungan kapasitas ~produksi dan
gambar jenis produksi;

. Untuk perubahan pemasaran dan perkirean nilai ckspor
pertahun, _ ditambah _persyaratan: _lampirkan = alasan
‘perubehan dari direksi/pimpinan perusahaan;

e Untuk _penyesusian KBLI, _ditambah persyaratan:
melampirkan alasan penyesuaion KBLI dan bukti atau
penjelasan secara detail;

£ Untuk penambahan komoditi (khusus di bidang usaha
perdagangan_besar tanpa menambah kapasitas dan
investasi ditambah _persyaratan: surat _penunjukan
distributor untuk komoditi baru yang ditambahkan;

& Untuk penambehan subkualifikasi (chusus untuk bidang
usaha jasa pelaksana konstruksi atau jasa konsultansi
Konstraksi) ditambeh persyaratan: sertifikasi badan usaha
(SBU) terbary;

. LKPM periode terakhi dan tand terima penyampaian dari
PTSP Pusat Di BKPM /BPMPTSP Provinsi/Kabupaten, Kota;





[image: image24.jpg]i Sumat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel
perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan sccara
Iangsung oleh _direksi/pimpinan _perusahaan _dengan
dilengkapi dokumenpenerima kuasa;

J. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperiukan);
k. Formulir permohonan.
3. lain Usaha Perubahan (Perubahan Masa Berlaku Izin Usahe)

a Rekaman lein Ussha/lsin Ussha FPerluasan yang
dimohonkan untuk diubah;

b. Rekaman Akta Pendirian perusahsan dan perubahannya
dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan
dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada,
dari Menteri Hulum dan HAM serta NPWP perusahaan;

. Data pendukung tentang perpanjangan masa berlaku lzin
Usaha, apabila dipersyaratkan, berupa:

+ rekomendasi/izin operasioal dari kementerian terkait
bidang usaha; atau.

* persyamuan perpanjangan masa_berlaku izin ussha
Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari
PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten Kota;

. Surat kuasa asl bermeterai cukup dan stempel perusahaan,
bila pengurusan tidake_dilakukan secara langsung. oleh
direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen
penerima kuase;

. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);

& Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran.





[image: image25.jpg]9. IZIN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG.

A Dasar Hukum

* UndangUndang Nomor 26 Tahun 12007 tentang
PenataanRuang,

+ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

B, Waktu Penyelosaian

zin Prinsip Pemanfaatan Ruang diproses maksimal 14 hari
Kerfa sejak diterim berkas lengkap dan benar.

c.  rersyaratan:
lain Prinsip;

zin Lokasi,

lzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;

tzin Mendirikan Bangunan;

Mengisi Formulir,

Rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Dacrah

(BKPRD] bagi badan usaha yang melakukan kegiatan

diantaranya

a. Berlokasi di kawasan penyanggs.

b Jenis kegiatan yang wajib AMDAL;

. Yang bebatasan dengan daerah kawasan lindung.

7. Fotokopi KTP;

8. Fotokopi SPPT dan Surat Tanda Terima Setoran dan Pajak
Bumi dan Bangunan;

9. Surat kuasa (bermaterai apabila permohonan pengurusan

isin tidak dilakukan oleh pemili;

10. Sketsa Peta Lokasi

1. Proposal Rencana Kegiatan:

12. Persyaratan Teknis Kesediaan Lahan, Badan Pertanahan
Nasional (BPN) _tidak _terdapat lshan lain yang
‘menguasai/tdak terdapat izin yang diberikan kepada pihak
ain

smrenn

| Undang:Undang Nomor 26 Tahun 2007
*Peraturan Pemerintah Nomer 15 Tahun 2010





[image: image26.jpg]10. IZIN LINGKUNGAN

A Dasar Hukom
PP Nomor 27 Tahun 2012 Hentang Iin Lingiungan.
B Waktu Penyelessisn
5 (ima) hari kerja.
C. Persyaratan:
Permohonan Tertulis;

Dokumen Amdal atau formulir UKL - UPL;
Dokumen Pendirian Usaha / Kegiatan;

1 PP Nomor 27 Tahun 2012
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A Dasar Hukum

Permen Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanshan

Nasional nomor 5 Tahun 2015 entang Izin Lokasi

Waktu Penyelesaian

Permohonan Baru

Kepala instansi penyelenggara PTSP sesuai dengan
Kewenangannya menerbitian lzin Lokas dalam waktu paling
fama 10 {sepulub) hari kerja sejak formulir permohonan serta
persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Permohonan Perpanjangan

Perpanjangan izin lokasi diterbitkan _setelah
berkoordinasi dengan tim teknis dan paling lama 5 (lima) hari
Kerja setelah diterimanya berkas permohonan perpanjangan
izin Iokasi secara lengkap.

Keterangan

Jzin Lokasi diberikan selama 3 Tahun. Apabila perolehan

tanah belum selesai, lsin Lokas: dapat diperpanjang sclama 1
tahun apabila tanah yang diperoleh mencapai 50 % Jika kurang.
dari 50 % zin Lokasi tidak dapat diperpanjang.

Persyaratan:

Permohonan Baru:

1. Mengisi formulir permohonan Izin Lokasi yang sudah
disediakan, kemudian diserahian kepada Kepala instansi

penyelenggara PTSP;

Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan

beserta pengesahannya;

Fotolopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajalk (NPWP) pemotion;

‘Wajib mempunyai Izin Prinsip Penanaman Modal;

Pertimbangan teknis pertanahan;

Permyataan kesanggupan | memberikan  ganti

rugi/menyediakan penampungan bagi pemillk/ vang

berhak tanah;

8. Fotokopi uraian rencana proyek;

! Permen Agraria dan Tata Rusng / Kepala Badan Pertanaban Nasional nomor 5

Tahun 2015





[image: image28.jpg]9. Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon.

Permohonan Perpanjangan:

1

Mengisi formulic permohonan Izin Lokasi yang sudah
discdiaican, kemudian _discrahkan kepada  Kepala
instansi penyclenggara PTSP;

Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan
beserta pengesahannya;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohor;
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP] pemohon;

‘Wajib mempunya Izin Prinsip Penanaman Modal;
Pertimbangan teknis pertanahan;

Pernyataan kesanggupan memberikan ganti rugi/
menyediakan penampungan bagi pemilk/ yang berhak
tanah;

Fotokopi uraian rencana proek;

‘Gambar kasar/ sketsa tanah yang dimohon,






[image: image29.jpg]12. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Dasar Hukum
Perbup 14 Tahun 2013 tig IMB.
Waktu Penyelesaian
Kepala instansi penyelenggara PTSP sesuai _dengan
kewenangannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan dalam
waltu paling lama 7 (tujub) hari kerja sejak formulir permohonan
serta persyaratan dinyatakan lengkap dan benar
Persyaratan:

1. Tanda bukii stats kepemilikan hak atas tanah atau
perjanjian pemanfaatan tanah;

Data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topograf);
Data pemilik bangunan;

Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;

Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan
(SPPT-PBB) tahun berkenaan;

Surat keterangan kesesusian dengan tata ruang;

Dolcumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap
lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya
pengelolaa lingkungan (UKL bagi yang terkena kewajiban;

& Persetujuan dari tetangga sekitar bangunan bagi bangunan
bertingkat dan/atau tempat usaha;

9. Formulir permohonan.
« Persyaratan Dokumen Rencena Tekhais:

1. Gambar rencana/arsitektur bangunan;
ambar sistem struletur;

Gambar sistem utilitas;

Perhitungan _struktur dan/atau _bentang _struktur
bangunan _disertai hasil penyelidikan tanah bagi
bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;

5. Perhitungan utiltas bagi bangunan gedung bulen
hunian rumah tinggal.





[image: image30.jpg]13. 1ZIN USAHA INDUSTRI dan TANDA DAFTAR INDUSTRI
(101 dan DY

A Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah. Nomor 107 Tahun 2015,

- Peraturan Dacrah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2001
stentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda
Daftar Industri.

B.  Waktu Penyelesaian

- IUT Kecil 5 hari kerja (setelah berkas lengkap);
IUL Sedang dan Besar 10 hari kera (seiclah berkas
lengicap);

Izin Periuasan 10 hari kerja (setelah berkas lengkap).

€. Persyaratan:
+ Permohonan Baru Isin Usaha Industri:

1. Formulir permohonan izin ussha industri dari SKPD
yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

2. Fotokopi isin prinsip penanaman modal (ika
dipersyaratian);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilic
perusahaan Industri;

4. Fotokopi akie pendirian perusahaan dan perubahannya
beserta pengesahan darf pejabat yang berwenang (untuk

~pemohon yang berbadan usahal;

Fotolopi Nomor Pokok Waib Pajal (NPWP] pemohon:

Fotokopi Izin_ Gangguan/HO (bila berlokasi di luar

Kawasan Industri/Kawasan berikat);

Fotokopi lsin Lokas:

Surat keterangan/pernyatasan dari pengelola kawasan

industri/kawasan berikat (bila berlokasi di kawasan

industri/kawasan berikat);

9. Fotokopi laporan kemajuan pembangunan pabrik dan
sarana produks (bila memili Lzn Prinsipl;

10. Fotokopi dokumen AMDAL atau UKL/UPL;

11, Dolcumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan
perundangan-undangan bagi industr tertentu;

12 Surat kuasa pengurusan izin dalam hal pengurusan
perizinan dilakukan bukan oleh pemilik perusahaan
industr.

! Peraturan Pemerintals Nomor 107 Tahun 2015
*Peraturan Dacrah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2001
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Formulir permohonan tanda daftar industri dasi SKPD
yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP] pemohon;

Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya
eserta beserta pengesahan dari pejabat yang berwenang.
(untuk pemohon yang berbadan usaha);

Fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (IMB);

Fotokopi lzin Gangguan/HO bagi kegiatan/usaha yang
mempunyai_dampak penting bagi lingkungan (bila
berlokasi di luar Kawasan Industri/kawasan berikat);

. Surat keterangan/ pernyataaan dari pengelola Kawasan

Industri/kawasan_berikat (bila berlokasi di Kawasan
Industr/kawasan berikat);

. Fotokopi dokumen AMDAL atau UKL/UPL atau SPPLH;

Dokumen yang dipersyaratkan berdasarken ketentuan
peraturan  perundangan-undangan  bagl  industri
tertentu;

. Surat Kuasa pengurusan isin dalam hal pengurusan

perizinan dilakukan bukan oich pemilik perusahaan
industi.

+ Permohonan lsin Perluasan:

. Fotokopi 1UI/Izin Perluasan/TDI;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik
perusahaan Industri;

Fotokopi akte perubahan terakhir beserta pengesahan
dari_pejabat yang berwenang (untuk pemohon yang
berbadan usaha);

Fotokopi IMB (bila terjadi perubahan bangunan);
Fotokop laporan perkembangan kegiatan produksi;

. Fotokopi dokumen AMDAL atau UKL/UPL;

Surat kuasa pengurusan izin dalam hal pengurusan
perizinan dilalukan bukan oleh pemilik perusahaan
industri.
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Permohonan Perpanjangan IUI/TDI:

ASli IUL/TDI lama;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik

‘perusahaan Industri;

bescrta pengesahan
dani pejabat yang berwenang (untuk pemohon yang
berbadan usahal;

‘Dolcumen Pendukung Perpanjangan;

Surat kuasa pengurusan isin dalam hal pengurusan
perizinan dilakukan bukan oleh pemilik perusahaan
industr.

L. 1UI/Izin Perluasan/TDI yang dirmiliks;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pernil
3. Fotokopi akte perubahan terakhir beserta pengesahan

dari_pejabat yang berwenang (untuk pemohon yang
berbadan usahal;

4. Fotokopi IMB;
5. Fotokopi Lzin Gangguan/HO (bila berlokasi di Iuar

Kawasan Industri Kawasan Berikat);

6. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu;

7. Surat kuasa pengurusan izin dalam hal pengurusan

perizinan dilakukan bukan olch pemilik perusahaan
indust

Permohonan Pemindahan Lokas Industrl:

1. 1U1/Izin Pertuasan/TDI lama;
2. Fotokopi akta pendirian perusahaan perubahannya;
3. Surat peruntukan lokasi baru.





